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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum DPR dalam proses
legislasi terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian
undang-undang ini, dilakukan dengan pendekatan politik hukum. Hasil
penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan sebuah undang-
undang dengan Undang-Undang Dasar adalah pada dasarnya faktor
kelemahan DPR dalam membentuk undang-undang. Kelemahan DPR
dalam membentuk undang-undang mencakup ketidakprofesionalan DPR
dalam membuat undang-undang, serta mekanisme pembentukan undang-
undang yang tidak memberikan akses kepada publik untuk terlibat di
dalamnya. Ketidakprofesionalan pembuat undang-undang meliputi
kurangnya pengetahuan pembuat undang-undang tentang ilmu perundang-
undangan dan legislasi, ketidakseriusan pembuat undang-undang dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, kurangnya kesadaran anggota DPR sebagai
wakil rakyat di parlemen, serta kesalahan manusiawi pembuat undang-
undang dalam membentuk undang-undang.Pertentangan Pasal 50 ayat (3)
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ketidakprofesionalan serta kesalahan manusiawi pembuat undang-undang
dalam merumuskan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain ketidakprofesionalan dan kesalahan manusiawi pembuat
undang-undang dalam membentuk undang-undang serta kentalnya
kepentingan politik dan kelompok juga dapat mengakibatkan terjadinya
pertentangan substansi sebuah undang-undang dengan Undang-Undang
Dasar. Sebagai anggota partai politik, DPR dalam pelaksanaan fungsinya
sangat sarat akan kepentingan politik dan kelompok tertentu, bahkan
kepentingan individu.Kepentingan-kepentingan ini sering menimbulkan
terjadinya “praktek-praktek kotor” DPR, seperti tindak pidana korupsi,
penyuapan, serta jual-beli pasal meskipun hal tersebut sulit untuk
dibuktikan. Moralitas DPR menjadi penentu berkualitasnya sebuah
undang-undang yang dihasilkan. Selain itu, tidak tegasnya penerapan kode
etik DPR dalam pelaksanaan fungsinya menjadi faktor menurunnya
kinerja DPR di parlemen.

Pertanggungjawaban hukum DPR dalam proses legislasi terhadap
implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang,
tidak ditemukan dalam teori dan peraturan perundang-undangan. Pada
dasarnya pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada DPR
berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan legislatif. Pertanggungjawaban
hukum tersebut harus dilihat dari tindakan yang dilakukan. Berkaitan

dengan implikasi yang ditimbulkan akibat bertentangnya suatu undang-
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undang dengan Undang-Undang Dasar, maka pertanggungjawaban
hukumnya harus dilihat dari proses pembentukan undang-undang tersebut.
Jika pembentukan undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh adanya
jual-beli pasal, maka tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum. Namun jika pembentukan undang-undang tersebut hanya
disebabkan oleh tidakprofesionalnya pembuat undang-undang dalam
membentuk undang-undang, maka tindakan tersebut tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum, melainkan pertanggungjawaban moral dan

politik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan,
saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang partai politik, agar dalam menentukan calon
anggota legislatifnya, memperhatikan kapasitas calon anggota legislatif.

2. Perlu adanya ketentuan hukum yang mewajibkan dilaksanakannya
pendidkan perundang-undangan dan legislasi bagi para calon anggota
legislatif terpilih.

3. Perlunya memasukan ketentuan hukum dalam undang-undang tentang
pendidikan perundang-undangan bagi calon anggota legislatif terpilih,
yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

4. Dibutuhkan pengaturan yang jelas tentang keterlibatan publik dalam

proses pembentukan undang-undang. Pembentukan ketentuan hukum
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tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman
kepada calon anggota legislatif tentang ilmu perundang-undangan dan
legislasi agar ketentuan undang-undang yang kelak akan dibuat benar-
benar berkualitas.

. Perlu adanya ketegasan pelaksanaan sanksi kode etik DPR terhadap
anggota DPR yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai
anggota DPR.

Dibutuhkan ketegasan sanksi dari partai politik kepada kadernya yang
melakukan tindakan-tindakan merugikan konstituen. Ini dimksudkan
dalam rangka meningkatkan kinerja DPR dan menekan meningkatnya

jumlah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.
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